
 

BERITA DAERAH 
KABUPATEN NIAS 

 

NOMOR : 408 SERI : E 
 
 

PERATURAN BUPATI NIAS 
NOMOR 12 TAHUN 2025 

 
TENTANG 

 
PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA 

TEKNIS DAERAH PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK PADA DINAS  
SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN  

DAN PERLINDUNGAN ANAK  
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

BUPATI NIAS, 

Menimbang  :  a. bahwa setiap Perempuan dan anak berhak untuk 
mendapatkan rasa aman dan pelindungan dari segala 
bentuk kekerasan, penyiksaan, diskriminasi, dan perlakuan 
salah lainnya yang dapat merendahkan derajat manusia 
dan melanggar hak asasi manusia sehingga dibutuhkan 
layanan perlindungan perempuan dan anak; 

  b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 76 ayat (2) Undang-
undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana 
Kekerasan Seksual, Pemerintah Daerah wajib membentuk 
UPTD PPA yang menyelenggarakan Penanganan, 
Pelindungan, dan Pemulihan Korban, Keluarga Korban, 
dan/atau Saksi; 

  c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan 
Bupati Nias tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan 
Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan 
Perempuan dan Anak pada Dinas Sosial, Pemberdayaan 
Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak; 

 

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945; 

  



2 
 

 
  2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi 

Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 
Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3886); 

  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang 
Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5606) sebagaimana telah diubah 
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 
Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah 
Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang 
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 
2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 
99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5882); 

  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang 
Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4419);  

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah 
diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang 
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas 
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

6. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2023 tentang Provinsi 
Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2023 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6864); 

7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur 
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6897); 

8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2024 tentang Kabupaten 
Nias di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 126, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6948); 
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9. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006 tentang 

Penyelenggaraan dan Kerjasama Pemulihan Korban 
Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 15, Tambahan 
Lembar Negara Nomor 4604); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Tata 
Cara dan Mekanisme Pelayanan Terpadu Bagi Saksi 
dan/atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 
22, Tambahan Lembar Negara Nomor 4818); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2011 tentang 
Pembinaan, Pendampingan dan Pemulihan Terhadap Anak 
yang Menjadi Korban atau Pelaku Pornografi (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 86, 
Tambahan Lembar Negara Nomor 5237); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembar Negara Nomor 
5888) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas 
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2016 Nomor 187, Tambahan Lembar Negara Nomor 
6402); 

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 
tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang 
Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451); 

14. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan 
Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman 
Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan 
Perempuan dan Anak (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2018 Nomor 532); 

15. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan 
Perlindungan Anak Nomor 2 Tahun 2022 tentang Standar 
Layanan Perlindungan Perempuan dan Anak (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 85): 

16. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan 
Perlindungan Anak Nomor 3 Tahun 2013 tentang 
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang 
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 175): 
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17. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Nomor 2 Tahun 2021 

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 
Kabupaten Nias (Lembaran Daerah Kabupaten Nias Tahun 
2021 Nomor 24 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah 
Kabupaten Nias Nomor 52); 

18. Peraturan Bupati Nias Nomor 59 Tahun 2021 tentang 
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta 
Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nias (Berita 
Daerah Kabupaten Nias Nomor 222 Seri E); 

19. Peraturan Bupati Nias Nomor 67 Tahun 2021 tentang 
Rincian Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah Kabupaten 
Nias (Berita Daerah Kabupaten Nias Nomor 230 Seri E); 

 

Memperhatikan : Surat Gubernur Sumatera Utara Nomor 
100.3.3.1/4082/2025 tanggal 15 Mei 2025 tentang 
Fasilitasi Rancangan Peraturan Bupati Nias;  

 

MEMUTUSKAN: 
 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI NIAS TENTANG PEMBENTUKAN 
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT 
PELAKSANA TEKNIS DAERAHPERLINDUNGAN 
PEREMPUAN DAN ANAK PADA DINAS SOSIAL, 
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA,  PEREMPUAN DAN 
PERLINDUNGAN ANAK.  

 
 
 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan: 
1. Daerah adalah Kabupaten Nias. 
2. Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh 

pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerahmenurut asas 
otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya 
dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana 
dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 
1945. 

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur Penyelenggaran 
Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan 
yang menjadi kewenangan daerah otonom. 
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4. Bupati adalah Bupati Nias. 
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Nias. 
6. Dinas adalah Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan 

dan Perlindungan Anak Kabupaten Nias. 
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat, Desa, 

Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nias. 
8. Unit Pelaksana Teknis DaerahPerlindungan Perempuan dan Anak yang 

selanjutnya disebut UPTD PPA adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah 
Perlindungan Perempuan dan Anak pada Dinas Sosial, Pemberdayaan 
Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nias. 

9. Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak 
yang selanjutnya disingkat Kepala UPTD PPA adalah Kepala Unit Pelaksana 
Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak pada Dinas Sosial, 
Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak 
Kabupaten Nias. 

10. Kepala Subbagian Tata Usaha adalah Kepala Subbagian Tata Usaha UPTD 
Perlindungan Perempuan dan Anak pada Dinas Sosial, Pemberdayaan 
Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nias. 

11. Eselon adalah tingkatan jabatan struktural. 
12. Perlindungan adalah segala upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa 

aman kepada korban yang dilakukan oleh pihak keluarga, advokat, lembaga 
sosial, kepolisian, pengadilan atau pihak lainnya baik sementara maupun 
berdasarkan penetapan pengadilan. 

13. Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi 
anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan 
berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat 
kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan 
diskriminasi. 

14. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, 
termasuk anak yang masih dalam kandungan. 

15. Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap 
seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan 
atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan atau penelantaran 
rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, 
atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup 
rumah tangga. 

16. Kelompok Jabatan Fungsional adalah sekelompok pegawai aparatur sipil 
negara yang diberi tugas, wewenang, dan hak sesuai keahliannya dalam 
rangka menunjang tugas dan fungsi perangkat daerah. 

17. Kelompok Jabatan Pelaksana adalah sekelompok pegawai aparatur sipil 
negara yang bertanggungjawab melaksanakan kegiatan pelayanan publik 
serta administrasi pemerintahan dan pembangunan. 

18. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD 
adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nias. 
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BAB II 

PEMBENTUKAN 

Pasal 2 
Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit 
Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Kelas A pada Dinas 
Sosial, Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak 
Kabupaten Nias. 
 

BAB III 

SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI 

Bagian Kesatu 

Susunan Organisasi 

Pasal 3 

(1) Susunan Organisasi UPTD PPA kelas A terdiri atas: 
a. Kepala UPTD; 
b. Kepala Subbagian Tata Usaha; dan 
c. Kelompok Jabatan Fungsional. 

(2) UPTD PPA dipimpin oleh Kepala UPTD yang berkedudukan di bawah dan 
bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. 

(3) Subbagian Tata Usaha dipimpin oleh Kepala Subbagian yang berkedudukan 
di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD PPA. 

(4) Bagan Organisasi UPTD PPA sebagaimana tercantum dalam lampiran 
Peraturan Bupati ini. 

 

Bagian Kedua 

Tugas dan Fungsi 

Pasal 4 
UPTD PPA bertugas melaksanakan kegiatan teknis operasional di Daerah dalam 
memberikan layanan bagi perempuan dan anak yang mengalami masalah 
kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus, dan masalah lainnya. 
 

Pasal 5 
UPTD PPA dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 
menyelenggarakan fungsi layanan:  
a. pengaduan masyarakat;  
b. penjangkauan korban;  
c. pengelolaan kasus;  
d. penampungan sementara;  
e. mediasi; dan  
f. pendampingan korban.  
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Pasal 6 

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, UPTD 
PPA mempunyai fungsi : 
a. pengoordinasian dan pengendalian semua kegiatan penyelenggaraan 

layanan di UPTD PPA; 
b. penyusunan program kerja UPTD PPA;  
c. penyusunan rekomendasi hasil pengelolaan kasus; 
d. pengevaluasian hasil kerja UPTD PPA;  
e. pembinaan dan peningkatan kemampuan para pegawai dalam lingkungan 

UPTD PPA;  
f. pelaksanaan administrasi UPTD PPA; dan 
g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan 

bidang tugasnya. 
 

Paragraf 1 

Kepala UPTD 

Pasal 7 
Kepala UPTD PPA mempunyai tugas untuk memimpin, mengoordinasikan dan 
mengendalikan UPTD dalam menyelenggarakan layanan perlindungan bagi 
perempuan dan anak yang mengalami masalah kekerasan, diskriminasi, 
perlindungan khusus, dan masalah lainnya. 
 

Paragraf 2 

Kepala Subbagian Tata Usaha 

Pasal 8 
(1) Kepala Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas membantu Kepala UPTD 

PPA dalam menyusun rencana program dan anggaran, keuangan, 
kepegawaian, ketatausahaan dan kerumahtanggaan. 

(2) Kepala Subbagian Tata Usaha dalam melaksanakan tugas sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi: 
a. penyiapan penyusunan rencana program dan anggaran; 
b. pelaksanaan akuntansi dan pelaporan keuangan;  
c. penyiapan bahan administrasi sumber daya manusia; 
d. pelaksanaan ketatausahaan dan pencatatan data korban;  
e. pelaksanaan kerumahtanggaan; dan 
f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai bidang tugasnya. 

 
Paragraf  3 

Kelompok Jabatan Fungsional 

Pasal 9 
Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas 
teknis UPTD PPA sesuai bidang keahlian masing-masing, yang dalam 
melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala 
UPTD PPA. 
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Pasal 10 

(1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang 
Jabatan Fungsional Tertentu sesuai dengan bidang keahliannya. 

(2) Jumlah jabatan fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban 
kerja. 

(3) Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan. 

 

BAB IV 

KEPEGAWAIAN DAN JABATAN 

Bagian Kesatu 

Kepegawaian 

Pasal 11 
(1) Pengangkatan, pemberhentian pejabat dan pegawai UPTD PPA dilaksanakan 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.  
(2) Pengangkatan Pejabat dan Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

harus memenuhi standar kompetensi sesuai dengan bidang keahliannya 
khususnya bidang Perlindungan Perempuan dan Anak. 

 

Bagian Kedua 

Jabatan 

Pasal 12 
(1) Kepala UPTD PPA adalah jabatan struktural eselon IV.a atau jabatan 

pengawas. 
(2) Kepala Subbagian Tata Usaha adalah jabatan struktural eselon IV.b atau 

jabatan pengawas. 
 

BAB V 

TATA KERJA 

Pasal 13 
(1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, Kepala UPTD PPA wajib : 

a. melaksanakan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi serta kerja 
sama baik di lingkungan internal maupun eksternal; 

b. memimpin dan mengoordinasikan bawahan, memberikan pengarahan, 
serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan; 

c. melaksanakan sistem pengendalian internal; 
d. mengawasi pelaksanaan tugas bawahan masing-masing; dan 
e. menyusun laporan pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 
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(2) Kepala UPTD PPA dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dapat 

berkoordinasi dengan : 
a. pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan fasilitas layanan 

kesehatan lainnya;  
b. balai pemasyarakatan;  
c. kepolisian sektor, kepolisian resort, kepolisian daerah; 
d. kejaksaan negeri dan kejaksaan tinggi;  
e. pengadilan negeri dan pengadilan tinggi;  
f. balai pelayanan penempatan dan perlindungan tenaga kerja indonesia 

(BP3TKI); 
g. kantor wilayah Kementerian Agama;  
h. kantor wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;  
i. Lembaga Pembinaan Khusus Anak; 
j. Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial; dan  
k. institusi lainnya.  

 

Pasal 14 
(1) Dalam melaksanakan tugas untuk memberikan layanan kepada perempuan 

dan anak yang mengalami masalah, UPTD PPA harus berpedoman pada 
standar layanan yang telah ditetapkan.  

(2) Standar layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan 
Keputusan Bupati Nias.  

 

BAB VI 

PENDANAAN 

Pasal 15 
Pendanaan yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas UPTD PPA dibebankan 
pada APBD Kabupaten dan/atau sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 
 

BAB VII 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 16 
Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai 
teknis pelaksanaanya, akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati. 
 

Pasal 17 
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
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Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten 
Nias. 
 
 
 

Ditetapkan di Gido 
pada tanggal  28  Mei  2025 

BUPATI NIAS, 

ttd 

YAATULO GULO 
 
Diundangkan di Gido 
pada tanggal      28  Mei  2025 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NIAS, 
 
 

 
SAMSON  PERDAMAIAN  ZAI 
 
 

BERITA DAERAH KABUPATEN NIAS TAHUN 2025  NOMOR : 408  SERI : E 
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LAMPIRAN PERATURAN BUPATI NIAS 
NOMOR   : 12 TAHUN 2025 
TANGGAL  : 28 MEI 2025 
TENTANG : PEMBENTUKAN SUSUNAN 

ORGANISASI DAN TATA KERJA 
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH 
PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN 
ANAK PADA DINAS SOSIAL, 
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, 
DESA, PEREMPUAN DAN 
PERLINDUNGAN ANAK 

 
 

BAGAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PERLINDUNGAN  
PEREMPUAN  DAN  ANAK  PADA  DINAS  SOSIAL,  PEMBERDAYAAN  

MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
KABUPATEN NIAS 

 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

BUPATI NIAS, 

ttd 

YAATULO GULO 
 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NIAS, 
 
 

 
SAMSON  PERDAMAIAN  ZAI 
 
 

 
 

KEPALA UPTD 
 

 

KEPALA SUBBAGIAN 
TATA USAHA 

 

KELOMPOK JABATAN 
FUNGSIONAL 

 


